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BIIPATI BARITO SELATAN

PROVINSI I{ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR TAHUN 2O2A

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI I(ABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RATIMAT TUHAN YAI{G MAHA ESA

Menimbang: a.

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor '5 Tahun 2AAg tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana
telah dirrbah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2AOg tentang Bantrran Keuangan Kepada Partai Politik dan
Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran
dan Laporan Prcrtanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik, yang menyebutkan pada intinya
Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai
Politik yang mendapatkan kursi di DPRD melalui APBD;

bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
158.441197 l2O2O tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan
Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan;

bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan keuangan
kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a,
diperlukan pengaturan sebagai pedoman untuk
memberikan arah dan landasan hukum dalam
pelaksanaan;

bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun
2Ol4 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,
sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan
Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, humf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan;

b.

t-.

d.

e.



Mengingat : 1. Undang Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (

Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun 1953 Nomor
9)sebagai Undang-Undang {Lembaran Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 182O l;

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor a2861;

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai
Politik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Und.ang Nornor 2 Tahun 2OlL
tentarig Pezubahan 8tas,Undang;Uadrang Nomor 2 Tahun
2OO8 tentang Partai Politik (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A1l Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara g fif" Indonesia Nomor 51S9);

; :.i-,,': .=l;::,: ..r,. -,,,,,., 1 
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Undang,:t. u.*&dd,,Fideo"t"'.C3., Tahun 2ol4 tentang
Per,nerinhh 44..@&. { .,Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al4 Nomor 224, famUatran Lembaran Negara
Repubtrik . Indeaesia, ,,Noelor.l SSOZI sebagaimana telah
diubatr beberapa kati Grakhir dengan Undang-Undang
Nomor I Ta-hun 20 15 tentqng Perubahan Kedua Atas':.. r1.'

UndanglUrrdang . ,"N,omor .23 ' rTahun 2Ol4 tentang
Pemerintah- Baerah {Undarlg - Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 ten kraerintahr..D.gerah ( Lembaran Negara
Republik tn:doae,gia.,@$g41€otS Nomor 58, Tambahan
lrmbaran Neg 'Rep-.uh1ik'trndonesia Nomor 5679h

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan
Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor L82, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61O9);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai politik { Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOq Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
49721 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

3.

4.

5.

6.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor
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7.
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tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2AOg tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61771;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zOLg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1
tentang Peruba.han Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berta Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
ttegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repullik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 157);

Peraturan, Menteri ,Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungiawaban. Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan ( Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2At6 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 2);

q.

10.

11.

t2.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAIS BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI I{ABUPATEN
EARITO SELATAN,

Menetapkan



BAB I

KEIEIYTUAN UMUM
Pasal L

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerin tahan Daerah yarrg memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan
yang rnenjadi wewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Ralyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Ralqyat Daerah yang berkedud.ukan sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Barito Selatan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Kepala Badan adalgh,' ,Kepala Badan Kesatugn Bangsa dan Politik

Kabupaten Barito Selatan.
9. Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU,

adalah penyelenggara pernilu di Kabupaten
10. Badan Pemeriksa Keuangqr-r yapgr.,ylanjutn3ra dis.ingkat BPK, adalah

Lernbaga Negara yaqg..:ber{qg3pry,"ga,ielk rrremeriksa Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh
sekelompok wargs. ra .llrdog:le.fia secala suka rela atas dasar
kesamaan kehendak 444., cita.:.'-e!ta.'uo$ memperjuangkan dan rnembela
kepentingan politik anggote*,.,, &q!, , bangsa dan negara serta
memelihara keutuhan Negara Kesa.trran Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Unda*$-'Uadang Dasar,Nqg4ra Republik Indonesia Tahun
7945.

12. Bantuan Keuangan adalah bg4tuq4, ,keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan' ''Belanja" ,Daerah yang diberikan secara
proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD yang
perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara sah.

13. Pendidikan Politik adaiah proses pembelajaran dan pemahaman tentang
hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

15. Pemilu adalah sarana kedaulatan ralsyat untuk memilih anggota Dewan
Pemvakilan Ralqrat, anggota Dewan Perwakilam Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden dan untuk mernilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umlrm, bebas, rahasia, jujur
dan adil dalarn Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

16. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC, adalah
pengurLrs partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkal berdasarkan



hasil keputusan lMusyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang

ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik"

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik,
untuk menunjang kegiatan pendidikan poiitik dan operasional
administrasi kesekretariatan Partai Politik.

(2J Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan
suara sah pada Pemilu Legislatif Tahun 2019"

(3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten.

Pasal 3

(1) Besarnya bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran melalui
APBD Kabupaten.

(2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 15.OOO,- ( Lima Belas Ribu Rupiah )

untuk setiap satu suara sah.

, P'asal'4 :

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Potritik dianggarkan dalam APBD
Kabupaten sesuai peraturan Perundang - undangan.

BAB III
PENGHITUNGAII BAI{TUAN KEUANGAN

Pasal 5

(1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai poiitik
sebagaimana dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah
perolehan suara hasii Pemilu DPRD Kabupaten.

(2\ Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang
sah pemilu kabupaten secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 6

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan
kursi di DPRD yang bersumber dari APBD Kabupaten adalah jumlah
bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan
jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten periode
sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU;

b. besarnya bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten
setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan snara sah hasil



c.

d.

tu

{2)

(3)

Pemilu Tahun 2aL9 dikalikan dengan nilai bantuan persrlara
sebagaimana dimaksud pada huruf a;
jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiap tahun kepada
partai politik adalah jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu Tahun
2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud
pada huruf a; dan
Formulasi tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai
politik sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan c sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

tl) APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud datam Pasal 6 huruf a,
adalah APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2018 untuk penghitungan
bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2olg 2a24 dan
seterusnya.

(21 Perolehan suara hasil pemilu periode sebelurnnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf',ar,adalah,'perotr*lian suaf,a sah hasil Pemilu DPRD
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2}lg untuk penghitungan bantuan
keuangan kepada partai politik rahun zolg - 2oz4 dan seterusnya.

BAB TV
TATA CARA PENGA"IUAIT BAFTUAII KEUAITGAN PARTAI POLITIK

Pengurus partai polifi-k: tins&4tr.@4$ kabr4qaten mengqiukan surat
permohonan bantuan'',,keu6xt.{gn partai politik kepada bupati dengan
tembusan disampaikaq,kepeaa ketua fpU dan Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik kalupaten, : . ,t
Surat permohonan seb,egai**e dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh Ketua dan Sekretaris.qtau eebutan taia#a.
surat permohonan sebag4im-a*ta.-ditli:alerud pada ayat (21 menggunakan
kop surat dan cap setempel partai politik'serta melannpirkan sebanyak 2
(dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
a. surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunarl

Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan
lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral
DPP Partai Politk atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan
ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga rnasing-rnasing
Partai Politik;

b. foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib peiak;
c. surat keterangan auntentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan

suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang
dilegalisir oleh Sekretaris KPU;

d. nomor Rekeni.ng Kas Urnum Partai Politik yang dibuktikan dengan
pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

€. renaana ptrng5unaan dana banf,uan keuangan Fartai Folitilr
diprioritaskan untuk pendidikan politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan
yang bersumber dari APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya
yarrg telah di periksa oleh Badan Perneriksa Keuangan;

5



g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan
bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan

anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut
sesuai. peraturan Perundang undangan apabila rnemberikan
keterangan yang tidak benar yang ditanda tangali Ketua, Sekretaris
dan Bendaha-ra atau sebutan lainnya di atas materai Rp. 6.OOO,-

dengan menggunakan kop surat Partai Politik; dan
h. format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf g,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat pusat,
di tingkat daerah provinsi atau di tingkat daerah kabupaten, pengajuan
permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh :

a. susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah
dan terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM untuk bantuan
keuangan yang bersumber dari APBN; atau

b. susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat daerah provinsi dan di
tingkat daerah kabupaten yang di sahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat
Partai Politik y.ar€ sah dan terdaftrr di Kementrian Hukum dan HAM
untuk bantuas,keudgan 3rg bergurnbei' dari APBD.

BAB V
VERTFTKAST KELTII.GKAFSN 4q,@TBAqt BANTUAN KEUAilGAN

': . ..1.i$sal 9',.!.;r. ', .,

Verilikasi kelengkapan.p6p ,l,ba**!tuan, ' keuangan kepada Partai
Politik di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan permohonan Elantuan Keuangan Partai Politik
Tingkat Kabupaten.
Tim Verifikasi sebagimana dimaksud pada ayat {1} di Ketuai Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.
Keanggotaan Tim Verifikasi sehagainaana aimat<sud pada ayat (1) terdiri
de-li unsur Badan Kesatuh.n Bangsa dan Politik Kabupaten, Begian
Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dan KPU.
Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana" dimaksud pada
ayat {1} dibebankan pada APBD.

Pasal 10

Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(U

{21

(3)

(4)

(5)



BAB VI
PENTALURAN BANTUAI{ KEUAI{GAN

Pasal 11

(1) Penyaluran bantrran kerrangan kepada Partai Politik ke rekening kas umum
partai politik melalui Ketua dan Bendahara DPC.

(2| Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati, setiap 6 {ena.m) bulan sekali setelah
diverifikasi oleh Tim Verifi.kasi Kelengfuapan Administrasi Permohonan Bantuan
Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten.

Pasal 12

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan
persyaratan administrasi:
a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor Rekening atas

nama Dewan Pirnpinan Cabang Pa.rtai Politik ;

b. Surat tanda terima dalam bentuk kuitansi ditanda tangani oleh Ketua dan
Bendahara DPC dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai
Politik;dan

c. Berita Acara serah terima dibuat dalarrr rangkap 5 ( lima ) yang
ditandatangani oleh Kepala,,Badan.Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebagai pihak Pertama dan o1tqh,$tr.14,.dAn Bendahara DPC sebagai pihak
Kedua.

I 
,, 

P,asa!I3..,.

Format Berita acara serah terirrla,l.baptu ,,keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana dimaksud da,larn, Pasal 12 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan ba.gian'tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

iU
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BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAIY KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk
melaksanakan pendidikan politik bago anggota partai potritik dan
masyarakat.
Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana
dimaksud ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga
digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
antara lain berupa:
a.

b.

d.
e.

seminar;
lokalrarya;
dialog interaktif;
saresehan;
workshap; dan

(3)



f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan

fungsi Partai Politik.

Pasal 15

(1) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 bertujuan untuk:
a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara;

b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

c. meningkatkan kemandirian, kedewasaafl dan membangun karakter
bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(21 pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berkaitan dengan

kegiatan:
a. pendalaman mengenai Pancasiia dan Undang-Undang Dasar

Tahun1945, Bhineka T\rnggal Ika dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia

daLam membangun etika dan budaya politik; dan
c. pengkaderan anggota partai politik secara herjenjang dan

berkelanjutan.

dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender

untuk membangun etika bud4ya politik sesuai dengan Pancasila.

(4) Jenis pengeluaran kegiatan: pendidikan politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. pembayaranhonorarium;
b. pembayaran transport kegiatan;
c. akomodasi dan konsumsi; da.rt, ,

d. pengadaan kelengftaparl peserta kegiatan.

Pasal 16

(U Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 berkaitan dengan :

a. administrasi Umum;
b. berlangganan daya dan jasa;
c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeliharaan perlatan kantor.

(21 Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan
administrasi umum sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara
lain:
a. keperluan alat tulis kantor;
b. rapat internal sekretariat;
c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai

politik;
d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
e. pengadaan barang inventaris, arttara lain berupa

furniture, komputer, mesin fotocopy;
f. sewa kantor; dan
g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkornpetan

di bidang pengelolaan keuangan.



(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan

daya dan jasa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:

a. telepon, internet dan listrik;
b. air minum sekretariat;
c. jasa pos d"an giro;
d. surat menyurat; atau
e. media cetak dan elektronik.

(41 Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan

perneliharaan data dan arsip sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
yaitu:
a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
b. penyimpanan data manual.

(5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan

perneliharaan peralatan kantor sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c yaitu:
a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 17

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan

dan pengeluaran atas dana bantuan keuang4n.

Pasal 18

(U Partai Politik wajib membuat' laporan pertanggungjawaban penerirnaan

dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten
kepada Bupati melalui Kepala Badatr Kesatuan Bangsa dan Politik, yang
tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

(2\ Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) terdiri dari :

a. rekapitulasi reaiisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan
partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantrran keuangan
partai politik perkegiatan;

b. barang inventaris/ modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan
pengadaan/pengguna.an jasa; dan

c" bukti kuitansi pengeluaran, faktur dan daftar pengeluaran lainnya
yang ditanda tangarri oleh pengrrrus.

(3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wa.jib disampaikan secara berkala 1 (satu) tahun
sekaii kepada pemerintah daerah setelah diaudit oleh BPK.

(4) Laporan pertanggungiawaban penggunaan bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat l2\, wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah diaudit oleh BPK.

(5) Laporan pertanggungiawaban penggunaan bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) terbuka untuk diketahui masyarakat.

(6) Partai politik yang melanggar ketentuan terkait laporan
pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dangan ayat (4) dikenai sanksi berupa penghentian

10



banfi.ra:r keuangan tahun aflggaran berkenaan sarnpai trapora-tr diterima
*leh Bupati Barito Seiatan.

Fasal tr9

F-or1aat Lapcran pertanggungiawaba-n Pertggr:.naanr Keuangan ParLai Politik
*ebagaimana dineaksud dalarn Fasa-l 18 ayat {2} sebagaimana tercanttlm daiam
Lampiran V yang rNerupakan bagian tidak terpisal:kan dari PeraLuran Bupafi
ini.

BAB !X
I(E'TEHTUAT{ PE!TI'?T'P

Pasal 2S

Pad,a saat Feratura.n Bupa"ti ini rnarlai bertraku, Feraturan Eupati Barito Selatan
tr{crnor 34 Tahun 2&14 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

iBerita Daera& Kabupaten Barito Selatan Tahun 2*74 Nolrl*r 34), dicabut dan
dinya.taka.n tidek berlaku"

Fasal 2 tr

Feraturan Bupati ini rnulai herlaku pada tanggal 6 Januari 202O.

Agsr setiap orarrg mengetahui, rnemerintahkan pengundangan Peraturan
tsapati ini dengac pe:lernpa.tarlnya dalam Berita Saera.h Kabapaten Ela.rito

SeLatan"

Di undangkan di tsr*.cltok
pa.da tanggal "? ;i-i ?fr?fi

DAERAH
SEL&TAI{,

BERTTA DAERAH KAEUPATEN tsARITO SELATAN TAF{UN 2820 NOMCR "1..

Ditetapkan di Euntok

r*

s/}Eir}4l\-lo $Et
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPA?I BARITO SELATAN
NOMOR i{. TAHUN 2O2O

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

FORMAT BERITA ACARA
VERIFII{ASI ADMINISTRASI BANTUAfl KEUAITGAIY

KEPAI}A PARTAI

1t ....)

2. Sekretaris

3.

Veri{ikasi Kelengkapan Adrainistrasi..-:..:&ngajuan Permohonan Bantuan
Keuangan kepada Partai r PCIlitik .. i gka,t ,:,{.a.bupaten Barito Selatan Tahun
Anggaran 2Ol9 yang dibenhk herdasarkai ,Keputusan Bupati Barito Selatan
Nomor Tahun .', :iTan5ffi61 telah
melaksanakan verifikasi persyaralqn adr,ninlstrasi bantuan keuangan partai
politik Tahun 2Ol9 yang diajukan,:,elehi.Dewan Pimpinan Cabang Partai

Berdasarkan hasil j: Veriffkagi:,'ketreqgkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik

telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan
keuangan dari Pemerintah Dae.q4! yang di drkan pada hasil perolehan
suara partai politik yang mendapatkan kuisi di DPRD Kabupaten Barito
Selatan pada Pernilihan Umurn Tahun 2079 untuk Sernester ...... { bulan

..... s.d. ........) Sebanyak :

suara sah x Rp. ........ : Rp.
- Rp. ......t.r..,.........r...

(...........................:.::::::::..............,..............,...................)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Bantuan Keuangan Kepada Partai ini dibuat untuk
dapat dipergunakan sebagairnana mestinya.
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TTH VERIrIKASI
KEI,E.IrGKSPATT ADUIffiST*AST PEITGA"'UAIT PERXOHOI{AIE BAIT?$ST

I.E[,AfrC*!5 I(EP*I}A P* TTAI F{OLI?II( T$T(}XAT KABI,P,*IE!5 BA'RIIO
SEI,ATAIS TAITITT AXGGAXAIT ...........

1" Ketua

Aaggeta

Anggota

Angota

Alrgota

3.

A--

5"

SE-I-a-TAN,

1,3



LAMPIRAN ii
PERATURAN BUPATI BARITO SEI,ATAN
Ir{O&{CIR "1 TAHUN202r..l-
TENTANG
PEtrI'IBERTAIxI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI rcLITIK
EI KABUPATEN BARITO SEI,AT&N

FSRSfi.f;Ctr SEBTYA .&EAK.A
sp,tsaH TEBIMA ESS:r[]eEr KEIISTGAIT p$B',!"irr p'BLETEK

N*mor'.
Pada hari ini tanggal bulan TaJrun yang
bertanda tangan dibarvah ini :

i " Kepatra Badan Pengeloiaan Keuangan dan Aset Daerala Kabupaten Bar{to
Selatan bertindak untrak dan ata.s nafila Bupafi Barito Selatan selanjutnya
dieebr-:t P[hBk P*rtapoa,

2. Ketua dan Bendahara Dewarl Pirnpinan Cabang Fartai Politik atau sebutan
lainnya selanjutnya dissbut Piha,k Ksdua "

Dengan ini raenyat*kan bahwa pihak Pertama tela.h rnerlyerahkan tsantuan
Keuangan Partai Politik ?ahurt kepada Detra-n Pirnpina-n Cabang Partai

,. sejurudah Ro..,f

Dacl Pihak K*du,a tels& *renerirna barrtuarl keuangan tereebut dari Bendahara
Unnxrrc Kabupaten Earit* Selatan naeiatrr.d rekening Ban"k
X{omor:

Berita Acara Serah Terimna ini diayatakan *ah setelah cspy *PM dan atara
Surat Perinrair Pencairanr dana laiany* dari Satu.asl Kerja Pengelo&aan
Koularagam Daerah Kabr-lpaten Ber;to $eiatan diferi&la Bleh Dewan ttnapina*
Cabang Pa-rtai

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

Aij. BUFATI BARI?O SETATAN
KEPALA tsIDA$TG PEI1f,BIAYAAN
DAERJ.H,

Dewan Pimapinan Cabang
Partai

KETU& L}MUM,

{..

BENDAF{ARA USrtU&,f,

StrLd*TAH,

)



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR li TAHUN 2O2O

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SEI,,ATAN

KOP SUNAT PARTAI POI.ITIK

FORMAT I"AFORAI{ PERTANGGUNGJAWABAII
BAITTUAN KEUANGAN PARTAT ....,...,........,,........................

TAHUN ANGGARAIV ..............,.........., ,.....,.
Buntok, 2O...

Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan

Up. Kepa1a Badan Kesatuan
",,, : ,' , . Bangsa danPolitik
' Kabupaten Barito Selatan

6ll l,

Buntok.

Laporan pertanggungiawaban penerli aen dran pengehraran bantuan
keuangan partai politik sebe'sar Rp',,,.,,..-.,,..,.ydir"g telah diperiksa BPK

padatanggal...1......,.'.,.......bu14n...,,r!r...r tahun Sebagai
berikut :

ilo. JENIS
PEIITGELUARAN

REATISASI

{ Rp}

KTT

1 2 3 4 5 6

A. PENDIDIKAN
POLITIK
Sesuai dengan tugas
dan fungsi partai
serta peraturan
perundang-
undangan yang
mengatur mengenai
pendidikan politik

B. OPERASIONAL
SEKRETARIAT
a. Administrasi

Umum
1. Keperluan ATK;
2- rapat internal

sekretariat;
3. perjalanan

Rp. Rp.
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4.

dinas dalam
rangka
pelaksanaan
tugas dan
firngsi partai
politik;
transport dalam
rangka
mendukung
kegiatan
operasional
sekretariat;
pengadaa-rr
inventaris
berupa
peralatan
kantor, ant*a
lain: furniture,
computer,mesln
fotocopy;
sewa kantor;
atau
honor tenaga
ad.ministrasi
sekretariat

r:ii:: I 
'rlr]partai politik

yang
berkompeten di
bidang '. "'.,,,,.
pengelolahan
keuangan.
Langanan Daya :

dan Jasa :

a) telephon dan
listrik;

b) air minum
sekreta.riat;

c) jasapos dan
gro;

d) surat
men5rurat;
atau

e) media cetak
dan
elektronik.

Pemeliharaan
Data dan Arsip:
a) penyimpanan

data
elektronik;

b) penyimpanan
data manual.

5.

6.

8.

' '' ':"'1"
. .:.rrtr;::t:,a::fl!:i .rijj-t:!:i!:tij r

rr.i',,1r;:-:,:t:,.:t: :t:i..1
j:r,::li5,ie ';: j

ij,:i .+::{tirr+. :,,,"
:.:.:*;ja.i-.:1i. !.!

,'l!Liirli.l::;:ri:::a:r, r'
r:-!.ji:::,iri:':ri ::'.i i'
:::i:?-::ii:t: : ,. .i 1.

-!..::,:,i '' .,,. ,:.;,.

ia.l,,lt::'.-l --.i

'-_,::r?a:}!. .:rii,,:-., l
lrir+l::a; j1:i::::ll-::i;

fil.? .,,,.",1,'-1,:':
tritir.:r .-,4 -.. ..:.
t.,-::,i:. rii-;ii.:. , : j. .i
f,il',r-:-::,,1'li'lilif
.r r, , ::;ra+itt:ii:ri r:r:t1:

-' :;.1

;1.:a:.:!:..:.::..: t:: . :,..

.:!/.1:jtJr::i:::.itl::itti r: ir_
i :i':.-r.:?,::;:ai:.:a:::r-:r-il
' ': . , .1 'r',li::+'.::!: 'i: .

r r":1 _ 
-l:-i::iis.:'

'.:'j:.. 
--'. ::! l ] jl]

t.l
::1.

.:

?i,
l].?.!'ii:,. I
:ia-a:+ii'

a;tl,:::':.:]a:.::::

i:., !::!::t1i,r:i

;l .. r:l l:J:

i::a1!r:r;1.:::I:

" -'::,i:}r:':i'l!

-iriti;-tiil=

;..t.!.i.,:

: ::i.:r.,r.: :r iai.::: :i:::':,;.:

;:::'i::i :iii 
':;li4::a:':r: 

l
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9. Pemeliharaan
Peralatan
Kantor:
a) pemeliharaan

peralatan
elektronik;

b) pemeliharaan
peralatan
inventaris
kantor
sekretariat.

c AALIX} Rp....r"".r..........,o'.o'.

MEHGETAHUT:

KETUA UI\ilUh,{/KETUA, BENDAHARA UMUMI BENDAHARA,

t ..""..".."."",....""....",. l { ...".."....."."..."."...."...}

8EI,,ATAN,

P_4

*
o
[+'
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATi BARITO SELATAN
NOMOR ii.:: TAHUN 2O2O

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

TATA CARA PERIIITUNGAI{ BANTUAN

Secara deskriptif sebagaimana penjelasan di atas, tata cara
penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk menentukan
nilai perslrara tiap partai politik adalah dengan mengalikan jumlah kursi
DPR/DPRD dengan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun
sebelumnya dibagi jumlah perolehan suara Partai Poiitik yang mendapatkan
kursi di DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2Ol9 , atau
secara formulasi statistik (statistical formulation) dapat di gambarkan sebagai
berikutt 

,APBD(n-lrxrKr 2oL4
fNPs =

I Ps 2O19

f,NPs ., ',, = Jumlah Nilai/ Bantuan

Keterangan :

1.
persuara Partai Politik.

2. IAPBD(n-1), =Jumlah Bantuan Keuangan dalam
APBN/APBD tahun sebelumnya.

3. I Kr 2014 = Jumlah Kursi yang tersedia pada DPRIDPRD
4. I Ps 2019 Jumiah Perolehan Suara Sah Partai Politik

yang mendapat kursi pada Pemilu Tahun 2019.

Sehingga jumlah bantuanl nilai persuara untuk Partai Politik di
Kabupaten Barito Seiatan adalah :

Rp. 42.30 l.2OO,- X 25 Kursi

7O.5O2.suara

Rp. 1.O57.53O.0OO,-

7O.5O2 suara

: Rp. 15.OOO'- / tiap satu suara

(Lima Belas ibu ntpiah)

Artinya tiap suara yang didapatkan oleh Partai Politik yang duduk di
DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019-2024 berhak atas bantuan
keuangan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp. 15.OOO,- f
Lima belas Ribu Rupiah ).

Sedangkan tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai
Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Barito Selatan Pada Pemilu
Legislatif Tahun 2AL9 setiap tahun anggaran adalah jumlah antara bantuan
persuara ( Rp. 15.OOO,-) dikalikan perolehan suara sah Partai Politik pada
Pemilu 2Ol9 yang telah mendapat autentikasi dari Komisi Pemilihan Umum,
atau:

f,NBs = f,NPs x fPSs2Ol9
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I"AMFIRAiq V
PERATURAN BUPATI BARITO SELA?AIS

NOIUOR T,' T'AHUN 2A2O

TENT'ANG

PEMBERIAN BANTUAN KSUANGAT,I

KEPAI}A PARTAI rcLIfiK
DI KABUPATEN BARITO SEI,ATAN

fQRtrA:f stff;A? PEntrY&fA"Sfl BAffiUAfr reUnffGAS FAHfAI FOf,Itffi

stIBtrT PERITYA?AAI{

Yang bertanda tangan di bawah ini,
1" Nama

Jabatan
Alarrlat

2. Nama
Jabatan
Alarnat

3" Nama
Jabatarr
Alarnat

Demikian surat perrryataan
mestinya"

ini kami buat untuk dipergunakaa sebagaimana

DE\IIAN PIMPTNAN CABANG
F*rfqi

SEKREtrARIS, BENDAHARA,

SEI,ATAFI,

Ketua Umum/Ketua

Sekretaris

Besrdahara

Deagan ini rnenyatakan bahsra :

1" Kami bertanggungiawab secara formil dan materiil dalam penggunaan
a:r.rglarala baafigao keuangan partai palitik

2. Karni bersedia difilntut sesuai peraturaEr perundang-undangan apabila
memberikan keterangart yallg tidak benar terhadap kelengkapan
administrasi bantuan dana eartai plitik Tahun Anggaran yarlg
kalni sarnpaikan"

,{l+1
{{*{
\\?\ 'iii\

:\.
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